BAB IV
TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH


Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.
Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.
Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah  yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. 
Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).
Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.
Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:
a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tema Pembangunan Daerah

Tema pembangunan Daerah Kabupaten Lebong ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025 Periode ke 3, yaitu tahun perencanaan 2016 – 2020 atau RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2020  untuk dilaksanakan di tahun 2016 masih mengacu pada RPJMD Tahun 2011-2015 hal ini disebabkan karena tahapan pemilikada tidak sesuia dengan Tahapan Perecencanaan reguler Pemerintah.  Sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025, Visi dari RPJPD adalah “Terwujudnya Kabupaten Lebong Yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman,Unggul, Berwawasan Lingkungan Dan Bermartabat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Mewujudkan     perekonomian     yang     kokoh     yang     berbasis pertanian
4. Mewujudkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan yang berkelanjutan
5. Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan demokratis
6. Mewujudkan    tata    kelola    pemerintahan    yang    baik    (good governance)

Sekenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2020 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2016-2020 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2011-2015, dimana tahun terakhir RPJMD 2011-2015 akan menjadi tahun awal tahapan dan strategi Tahun 2016-2020. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2011-2015, maka tahapan dan strategi Tahun 2015-2020 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tahapan Utama RPJPD Tahun 2006-2025

	RPJPD Lima Tahun I ( 2006 -2010)
	RPJPD Lima Tahun II ( 2011 -2015)
	RPJPD Lima Tahun III ( 2016 -2020)
	RPJPD Lima Tahun IV ( 2021 - 2025)

	
Mewujudkan
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta demokratis

	Memantapkan penataan kembali Kabupaten Lebong di segala bidang dengan menekankan upaya pengembangan 3 (tiga) sektor SDM, Pertanian & Perkebunan, ESDM
	
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan meningkatnya peranan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata
	
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebong yang maju, mandiri, dan sejahtera

	Keyword :
Menyiapkan fondasi/ meletakkan dasar akan keberasaan pemerintahaan
	Keyword :
Membangun/melanjutkan pembangunan diatas fondasi/dasar yang telah diletakkan dengan fokus 3 sektor pembangunan
	Keyword :
Mendayagukan dan menguatkan yang telah dibangun dengan pemantapan 3 sektor pembangunan
	Keyword :
Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah didaygunakan untuk mewujudkan cita-cita


 
2016 -2020
Gambar 6.1
Tahapan Utama RPJPD 2005-2025


Berdasarkan Visi, Misi dan Tahapan Utama Pada Dokumen RPJPD Tahun 2006-2025 serta perkembangan lingkungan strategis dan sehubungan dengan RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2020 belum ditetapkan maka RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2016 masih berpedoman pada RPJMD Tahun 2011-2015 dengan Visi dan Misi Sebagai Berikut :
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Visi “Terwujudnya Kabupaten Lebong yang lebih maju, berbasis pada pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang kompetitif, sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan Iman dan Taqwa . untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan Misi sebagai berikut :
1. Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai
2. Mengembangkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat  pertumbuhan,dalam kerangka kabupaten konservasi
3. Menyediakan prasarana/infrastruktur,fasilitas public dan perumahan yang memadai,sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa
4. Menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan Clean Governance. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama tanpa membedakan ras, agama,suku,kedudukan dan lainnya.
5. Mendorong perekonomian masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat
6. Revitalisasi sumber-sumber keuangan daerah.
7. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan.
8. Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata,terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS (eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama,norma dan budaya serta kelestarian lingkungan.
9. Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro.
10. Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum.
11. Mendayagunakan potensi sumberdaya alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam,penguatan ekonomi rakyat, proses partisipatif dan pelibatan stake-holders secara luas.
12. Mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat. 




4.1.1 Hubungan Misi RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025 dengan Misi   RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Jangka Menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Misi pertama (Mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah akan ditampung, dipertajam dan difokuskan pada Misi pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi kedua (Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah akan ditampung, dipertajam dan difokuskan pada Misi kedua dan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan Misi ketiga dan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diharapkan mampu  mendukung  dan  menjadi  katalisator  Misi  Lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi lima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diharapkan mampu  mendukung  dan  menjadi  katalisator  Misi  tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sedangkan Misi enam (Mewujudkan    tata    kelola    pemerintahan    yang    baik    (good governance) Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah akan ditopang oleh misi keempat  dan keduabelas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Oleh karena itu, korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka menengah  dengan  Visi  dan Misi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang dapat Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2
Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025
 dengan Misi RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015


	Misi RPJMD Tahun 2011-2015
	Misi RPJPD Tahun 2006-2025

	Misi 1
	Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai

	Misi 1
	Mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tinggi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

	Misi 2
	Mengembangkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat  pertumbuhan,dalam kerangka kabupaten konservasi
	Misi 2
	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata

	Misi 3
	Menyediakan prasarana/infrastruktur,fasilitas public dan perumahan yang memadai,sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa
	
	

	Misi 4
	Menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan Clean Governance. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama tanpa membedakan ras, agama,suku,kedudukan dan lainnya
	Misi 6
	Mewujudkan    tata    kelola    pemerintahan    yang    baik    (good governance)

	Misi 12
	Mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat. 
	
	

	Misi 5
	Mendorong perekonomian masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat

	Misi 3
	Mewujdukan Perekonomian yang kokoh berbasis pertanian

	Misi 6
	Revitalisasi sumber-sumber keuangan daerah.

	
	

	Misi 7
	Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan.

	Misi 5
	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Adil dan Demokratis

	Misi 8
	Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata,terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS (eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama,norma dan budaya serta kelestarian lingkungan.

	
	

	Misi 9
	Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro.

	
	

	Misi 10
	Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum.

	
	

	Misi 11
	Mendayagunakan potensi sumberdaya alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam,penguatan ekonomi rakyat, proses partisipatif dan pelibatan stake-holders secara luas.

	Misi 4
	Mewujudkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan yang berkelanjutan




4.1.2 Hubungan Visi RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025, RPJMN Tahun 2014-2019 dengan Misi RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015

Dalam penyusunan Dokumen perencanaan Daerah harus selaras dengan Dokumen perencanaan diatasnya untuk itu berikut Gambar hubungan antara RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2020, RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011 -2015 sebagai berikut :











Gambar 4.1
Keterkaitan Visi RPJPD, RPJMN, RPJMD

 (
Visi Daerah Tahun 2006-2025
Terwujudnya Kabupaten Lebong Yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman,Unggul, Berwawasan Lingkungan Dan Bermartabat
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019
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4.1.2  Keselarasam Visi RPJPD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025, RPJMN Tahun 2014-2019 dengan Misi   RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015

Kabupaten Lebong mempunyai visi menciptakan masyarakat yang memiliki keahlian atau ketrampilan yang tinggi serta memiliki sifat sopan santun dan beradab sesuai dengan visi RPJMN. RPJMD dan RPJMN mempunyai visi yang sama untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam mencapai kesejahteraan. Visi tersebut diamanatkan agar tercapai Misi pertama RPJMD Kabupaten Lebong dalam membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan  pengetahuan, pelestarian dan  pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Visi tersebut seiring dengan Misi Pertama RPJMN yang secara luas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.




































Gambar 4.2
Keterkaitan Misi RPJPD, RPJMN, RPJMD
 (
Enam Misi Pembangunan Daerah dalam RPJPD Tahun 2006-2020
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Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 201
1
-20
15
Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai
Mengembangkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat  pertumbuhan,dalam kerangka kabupaten konservasi
Menyediakan prasarana/infrastruktur,fasilitas public dan perumahan yang memadai,sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa
Menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan Clean Governance. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama tanpa membedakan ras, agama,suku,kedudukan dan lainnya.
Mendorong perekonomian masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat
Revitalisasi sumber-sumber keuangan daerah.
Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan.
Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata,terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS (eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama,norma dan budaya serta kelestarian lingkungan.
Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro.
Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum.
Mendayagunakan potensi sumberdaya alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam,penguatan ekonomi rakyat, proses partisipatif dan pelibatan stake-holders secara luas.
Mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat. 
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Tabel 4.3
Hubungan antara RPJMD 2011-2015  dengan Misi, Agenda Prioritas RPJMN 2014-2019

	Misi RPJMD
	Misi RPJMN
	Agenda Prioritas RPJMN (Nawa Cita)
	Sasaran Pembangunan RPJMN

	Misi I : Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai

	Misi II : Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
	Agenda Prioritas VIII : Melakukan revolusi karakter bangsa
	Sasaran II : Pembangunan Manusia dan Masyarakat

	Misi III : Menyediakan prasarana/infrastruktur,fasilitas public dan perumahan yang memadai,sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa
	Misi I :  Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
	Agenda Prioritas III : Membangun   Indonesia   dari   pinggiran   dengan   memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

	Sasaran IV   : Dimensi Pemerataan
Sasaran VI : Pembangunan Wilayah dan antar wilayah

	Misi X : Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum
	Misi III :Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
	Agenda Prioritas IV : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
	Sasaran VI : Polilitik, hukum, pertahanan dan kemanan

	Misi VII : Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan
	
	Agenda Prioritas II : Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

	

	
	
	Agenda Prioritas IX : Memperteguh   kebhinekaan   dan   memperkuat   restorasi   sosial Indonesia.

	

	Misi XI : Mendayagunakan potensi sumberdaya alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam,penguatan ekonomi rakyat, proses partisipatif dan pelibatan stake-holders secara luas.

	Misi VI : Mewujudkan  Indonesia  menjadi  negara  maritim  yang  mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
	Agenda Prioritas VII : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.

	Sasaran III : Pembangunan sektor unggulan

	Misi VIII : Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata,terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS (eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama,norma dan budaya serta kelestarian lingkungan
	Misi VII : Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan
	Agenda Prioritas I : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
	

	Misi V : Mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang lebih baik
	Misi IV : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
	Agenda Prioritas  V: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
	Sasaran II : Pembangunhan Manusia dan Masyarakat

	Misi IX : Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro.

	Misi V :Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
	Agenda Prioritas Agenda Prioritas VI : Meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

	




Berdasarkan sinkronisasi Visi dan Misi Dokumen RPJPD Kabupaten Lebon Tahun 2006 – 2025, RPJMN Tahun 2014 – 2019, RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015  serta Tahapan Utama RPJMD, berikut penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 pada periode RPJMD ke tiga atau Tahun Perencanaan 2016-2020 dapat digambarkan sebagai berikut :








Gambar 4.3
Konsep Tahapan RPJMD Tahun 2016-2020
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Berdasarkan hasil penyelarasan antar Dokumen perencanaan diatas  di atas  dan Tema Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 “ Sinergi Pembangunan Infrastruktur Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berdaulat Dan Mandiri” dan Tema Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 “ Mempercepat Pembangunan  Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan berkualitas maka Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 adalah “Pemantapan Infrastruktur yang berkualitas guna Memperkuat Daya Saing Daerah dan Perekonomian Masyarakat”






4.2 Prioritas Pembangunan
4.2.1 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penentuan prioritas pembangunan daerah terlebih dahulu harus memperhatikan Isu strategis daerah, karena isu straegis adalah peluang atau potensi yang harus dimanfaatkan dan permasalahan atau tantangan yang harus diselesaikan, disamping itu juga harus memperhatikan tantangan dari setiap isu stratgis tersebut sehingga perlu dirumuskan strategi penanganan isu tersebut, hal ini akan mampu merumuskan prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap isu strategis tersebut, isu stategis Kabupaten Lebong adalah Sumber daya Manusia (SDA), Kemiskinan, Keterisolasian, Tatakelola Pemerintahan, Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA), keterbatasan Areal Pertuntukan Lainya (APL).

Hal tersebut diatas disebabkan karena Indek Pembangunan Manusia (IPM)  masih dibawah provinsi dan Nasional yaitu 63,59, Tingkat Kemiskinan kita masih tinggi dan Lebong merupakan Kabupaten penerima Raskin, kemudian Kabupaten Lebong satu-satunya Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang tidak mempunyai Akses Jalan Nasional, banyak sekali objek wisata yang belum dan tidak dikelola dengan balik, pola tanam di 6 Kecamatan masih 1 X dalam setahun, Kabupaten Lebong merupakan penyumbang terkecil PDRB Provinsi Bengkulu yaitu hanya 4,7 Persen. Hal inilah yang menjadikan bahan perumusan Kebijakan Prioritas Pembangunan pada tiap Tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 4.4 berikut :












Gambar 4.4
Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis Daerah
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Maka dari itu Prioritas pembangunan tahun 2016 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala DaerahTahun 2016-2020 dengan fokus penataan infrastuktur melalui peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian dan infrastruktur penunjang pelayanan publik. Dalam pentahapan fokus ini akan mengkombinasikan tiga unsur utama yaitu unsur Pembangunan ekonomi, Pemenuhan kebutuhan dasar, Pengembangan tata pemerintahan (Governance). RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2016 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebong 2016-2020, yaitu tahun ketiga: perencanaan tahun 2016 untuk dilaksanakan tahun 2016.

Diharapkan tahun 2016 dengan modal dasar isu pengembangan Kabupaten yaitu dilihat dengan :
a. Adanya komitmen daerah pengembangan Kabupaten yang berasis pertanian dan ekowisata Komitmen ini ditunjukkan dengan Porgram pembangunan lebong peningkatan infrastruktur penunjang lebih fokus pada peningkatan aksesibiltas dan Daya saing daerah. 
b. Sudah ada komitmen dan perangkat teknologi atau sistem yang menjamin bahwa sistem pelayanan administrasi dan perijinan di Kabupaten Lebong ramah investor, ramah bagi usaha ekonomi kerakyatan. 
c. Sudah ada kajian detail tentang rencana pengembangan tata kota dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menghidupkan jalur perekonomian .
d. Sudah ada kajian profil pelaku ekonomi dan potensial investor lokal Kabupaten Lebong. 
e. Sudah ada kajian potensi unggulan dan andalan daerah yang akan dikembangkan
f. Sudah ada sosialisasi tentang rencana penataan Kabupaten yang mendukung perkembangan perdagangan produk barang dan jasa, termasuk pedagang kecil (keberpihakan pada ekonomikerakyatan).

Dengan kondisi capaian kinerja Tahun 2014 sebagaimana tersebut di bab sebelumya, maka   penekanan tema pada Tahun 2016 adalah:
a. Peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan pelayanan publik 
b. Meningkatkan kan transparansi, akurasi, responsivitas, akuntabilitas pelayanan publik 
c. Pemerintah membangun kesepahaman dengan potensial investor lokal dan non lokal 
d. Pemerintah merintis pengembangan (intensifikasi dan ekstensifikasi)bidang pertanian dan perkebunandemi mewujudkan produk unggulan dan andalan dari produk pertanian dari daerah sekitar untuk diberi nilai tambah sehingga dapat meningkatkan PDRB dan peyerapan tenaga kerja 
e. Pengembangan UMKM dan kluster ekonomi berbasis produk unggulan dan andalan daerah (barang atau jasa)
f. Mempertahankan Standar pelayanan minimal kebutuhan dasar masyarakat terutama kelompok rentan termarginalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan Isu Strategis dan Misi RPJMD Tahun 2011-2015 yang telah ditetapkan maka prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Penyediaan Infrastruktur Dasar yang memadai
3. Perwujudkan Pemerintahan yang Good Governance
4. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
5. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
6. Peningkatan Perekonomian Rakyat dan iklim investasi
7. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Hubungan isu Stragis dengan Prioritas Daerah Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :


















Gambar 4.4
Hubungan Misi RPJMD dengan Prioritas Pembangunan
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Penetapan Prioritas Pembangunan pada RKPD Kabupaten Lebong Tahun 2016 tersebut telah menselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016. Berikut  agenda prioritas yang disebut NAWA CITA. 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Sedangkan Prioritas Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 
2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Peningkatan akses dan pemerataan pasokan listrik
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan
5. Peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan
6. Peningkatan produksi, teknologi sarana dan prasarana kelautan dan perikanan,
Untuk lebih jelasnya keselaran / Hubuungan antara Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Lebong dapat dilihat Gambar berikut :
Gambar 4.5
Hubungan Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten
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Sistem ketatanegaran Republik Indonesia dan berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kabupaten/Kota adalah daerah Desentralisasi Pemerintahan Pusat dan bersifat otonom, sehingga Kabupaten dan kota merupakan Objek pelaksanaan Program Nasional dan Provinsi karena Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wilayah maka dari itu sudah seharusnya setiap prioritas daerah (Kabupaten/Kota)  harus selaras dengan prioritas provinsi dan Nasional, berdasarkan hal tersebut diatas maka Program dan Kegiatan Prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebong Tahun 2016 didanai melalui APBD Kabupaten, Provinsi dan Nasional, Prioritas Daerah apabila tidak didukung dengan pendanaan yang memadai maka perioritas tersebut tidak akan tercapai secara optimal, berikut disampaikan presentase pendanaan masing-masin prioritas Tahun Angaran 2016 :

Tabel 4.4
Presentase Pendanaan Prioritas Daerah

	No.
	Prioritas Daerah
	Anggaran (Rp)
	Presentase

	1.
	Peningkatan Kualitas SDM
	131.222.787.080
	19,35

	2.
	Penyediaan Infrastruktur Dasar  yang memadai
	232.570.130.000
	34,29

	3.
	Perwujudan Pemerintahan yang Good Governance
	128.295.917.996
	18,92

	4.
	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
	43.432.817.000
	6.40

	5.
	Peningkatan Perekonomian Rakyat dan iklim investasi
	2.387.000.000
	0,35

	6.
	Revitalisasi Pertanian dan  Ketahanan Pangan
	119.009.413.200
	17,55

	7.
	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
	21.333.093.000
	3,15

	Jumlah
	678.251.158.276
	100


 






4.2.2  Arah Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Lebong

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 Perwujudan Pola ruang bawah pengembangan pembangunan kewilayahan berdasarakan Aksesibilitas, potensi dan dayang dukung masing-masing Desa dan Kecamatan. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah bidang peningkatan kualitas SDM masyarakat diseluruh Pusat Kecamatan terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan pada Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Topos yang secara Aksesibilitas Jauh dengan RSUD telah ditingkatkan menjadi Puskesmas Perawatan (Rawat Inap), Pada Tahun 2016 semua Puskesmas ditargetkan akan terakreditisi. Sedangkan untuk peningkatan Pelayanan Kesehatan menunjang Rujukan dari tiap puskesmas telah dikembangkan RSUD Lebong yang secara geografis terletak di tengah-tengah 13 Kecamatan yaitu di Kawasan Kecamatan Lebong Sakti yang saat ini pada Tahun 2016 akan tingkatkan pelayanannya dengan menyediakan pelayanan empat Dokter Specialis yang tinggal di Kabupaten Lebong.

 Adapun dibidang pendidikan Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan pelayanan bidang pendidikan  denga arah kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah, dan juga pemerataan penempatan Guru pada setiap sekolah di Seluruh Kecamatan, pada Tahun Anggaran 2016 secara bertahap akan diwujudkan sekolah unggulan pada setiap Kecamatan serta tetap mendekatkan pelayanan pendidikan kepada penduduk yang berdomisili di Desa terpencil seperti Tik Sirong Kecamatan Topos, Sungai Lisai di Kecamatan Pinang Belapis melalui pengembangan dan pembangunan Sekolah di Desa terpencil tersebut. 

Dalam rangka meningkatan Aspek daya saing daerah serta mewujudkan Infrastruktur Dasar yang memadai Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Khususnya melalui Dinas Pekerjaan Umum terus berupaya membangun Konektivitas Antar Desa dan Kecamatan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, dan pada tahun 2016 Fokus pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan yang menyebar ke beberapa Kecamatan, dan Peningkatan Jalan Konektifitas antar Kecamatan antara lain link / ruas jalan Kabupaten Paliak Kecamatan Uram Jaya – Desa Turan Lalang Kecamatan Lebong Selatan, Pembukaan Jalan Link Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah – PLTP Hulu Lain (PT. Geothermal Energi) Tes Kecamatan Lebong Selatan. Dalam rangka peningkatan aksesibitas ke Ibu Kota Kabupaten dan Pusat Perekonomian Daerah di Kota Muara Aman Kecamatan Lebong Utara pada Tahun 2016 akan dilakukan pelebaran Jalan dari Depan RSUD Lebong Kecamatan Lebong Sakti – Kecamatan Lebong Tengah - Kecamatan Amen, serta Pelebaran Jalan Link Pasar Terminal – Talang Ulu, dan Pelebaran Jalan dan Overlay  menuju Ibu Kota Kabupaten link Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara – Tanjung Agung Kecamatan Lebong Atas. Serta pengembangan dan kajian pembukaan Jalan tembus Desa Tik Sirong Topos- Musi Rawas Provinsi SUMSEL.

Dalam rangka mendukung prioritas penanggulangan kemiskinan dan Optimalisasi Sumber daya Alam, melalui dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertambangan dan Energi terus berupaya menggalin potensi yang ada melalui program Ketahanan Pangan dengan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi di 9 Kecamatan Topos, Lebong Selatan, Lebong Sakti, Bingin Kuning, Lebong Tengah, Amen, Lebong Utara, Pinang Belapis dan Uram Jaya, untuk Tanaman padi Ladang dipusat di Kecamatan Rimbo Pengadang dan Pinang Belapis,    sedangkan untuk pengembangan Tanaman Holtikutura di Pusat di Kecamatan Rimbo Pengadang yaitu penyediaan bantuan benih Jeruk Gerga, Untuk Wilayah Kecamatan Palabai dan Lebong Atas adalah pusat pelayanan jasa karena sebagai ibu Kota Kabupaten Lebong, Untuk budi daya Tanaman Pekebunan di pusat di Wilayah Kecamatan padang Bano, serta Komditi Pala,Manggis dan Aren di Fokuskan pada Kecamatan Lebong Utara, Pinang Belapis, Lebong Tengah, Lebong Sakti dan Lebong Selatan, untuk Budidaya perikanan dipusat di Kecamatan Lebong Sakti, Uram Jaya, Lebong Tengah dan Lebong Utara.
Untuk pengembangan destinasi Pariwisata difokskan di Kecamatan Lebong Selatan dengan objek wisata Danau Tes, Objek Wisata Air Putih Kecamatan Pinang Belapis dan Objek Wisata Danau Picung Kecamatan Lebong Atas. Sedangkan untuk pengembangan potensi pertambangan dan energi adalah di Kecamatan Pinang Belapis, Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Selatan.  Bedasarkan hal tersebut ditas Pada Tahun 2016 telah digagas Konsep Koridor setiga Emas Pembangunan berdasarkan daya Dukung Daerah.

Gambar 2.
Koridor Segi Tiga Mas Pembangunan Kewilayahan







	
Pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan pelayanan sosial kemasyarakatan dan penanggulangan kemiskinan didasarkan pada aspek potensi wilayah Kecamatan hal ini didasarkan pada Perda RTRW Kabupaten Lebong, untuk labih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Lebong Tahun Anggaran 2016
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Gambar 2.  Peta Fokus Pembangunan Kewilayahan Tahun 2016
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4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 


Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis dan juga mengacu pada sasaran pembangunan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Provinsi. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut.

Tabel 4.4
KeterkaitanVisi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  

	VISI/MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	Visi : Terwujudnya Kabupaten Lebong yang lebih maju, berbasis pada pemerataan pertumbuhan  ekonomi wilayah dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang kompetitif, sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan Iman dan Taqwa“


	Misi I : Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai
	1. Mewujudkan masyarakat yang religius dan menjamin kerukunan antar umat beragama.
	1. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
2. Meningkatkan Kualitas kehidupan beragama dan Kesejahteraan perangkat agama.


	Misi II : Membangun wilayah-wilayah yang mempuyai potensi untuk dijadikan pusat pertumbuhan dalam kerangka kabupaten konservasi
	1. Mewujudkan optimaliasi pemanfaatan ruang areal peruntukan lainnya (APL) yang selaras dengan kabupaten konservasi.
	1. Meningkatkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan potensinya.

	Misi III : Menyediakan prasarana/infrastruktur fasilitas public dan perumahan yang memadai, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi SDA dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa
	1. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
	1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

	Misi IV : Menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan Clean  Governance. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama  tanpa membedakan ras, agama, suku, kedudukan dan lainnya.
	1. Mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance dan Clean Governance
2. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakt (Publik)
3. Meningkatkan Pelayanan Bidang kesehatan & Pendidikan.
4. Terwujudnya data kependudukan yang akurat.
5. Meningkatkan  kesejahteraan sosial masyarakat
6. Menciptakan sistem politik dan hukum yang mengayomi masyarakat
 
	1. Terciptanya Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah.
2. Terciptanya Aparatur Penyelengaraan Pelayanan dan Masyarakat
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Terwujudnya data kependudukan yang akurat.
5. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
6. Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah
7. Tersedianya informasi pembangunan

	Misi V	: Mendorong perekonomian masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat
	1. Meningkatnya produktifitas dan sektor-sektor pembentuk PDRB. 
2. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
	1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
2. Berkembangnya kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja
3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 7.2% pada tahun 2015  Menurunnya angka kemiskinan menjadi sebesar 11,14 – 12,23% pada tahun 2015;


	Misi VI : Revitalisasi sumber-sumber keuangan daerah
	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah
	1. Meningkatnya pendapatan asli daerah






















	Misi VII : Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan
	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

	Misi VIII : Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata, terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS ( eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, norma dan budaya serta kelestarian lingkungan
	1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan  potensi Wisata
2. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup
	1. Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD
2. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup

	Misi IX : Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kmitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan mikro
	1. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar neger
	1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi

	Misi X : Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum 
	1. Mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mengerti dan taat hokum
	1. Meningkatnya ketertiban dan keteraturan aparatur dan masyarakat

	Misi XI : Mendayagunakan potensi alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam, penguatan ekonomi rakyat, proses partisipasi dan pelibatan stakeholder secara luas
	1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam  dalam mendukung perekonomian daerah
	1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam terhadap pendapatan daerah dan masyarakat

	Misi XII : Mendayagunakan dan menigkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat
	1. Mewujudkan sumber daya aparatur pemerintah yang baik dan berkopetensi.
	1. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya







Tabel 4.5
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu


	VISI/MISI
	TUJUAN
	SASARAN

	Visi : Terwujudnya Masyarakat Bengkulu Yang Semakin Maju, Semakin Bertakwa,  
         Dan  Semakin Sejahtera

	Misi  Pertama, Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing
	1. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor pembentuk PDRB;
3. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan; 
4. Terwujudnya penanggulangan pengangguran;
5. Peningkatan keuangan daerah.
	3. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
4. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat;
5. Menurunnya angka kemiskinan;
6. Menurunnya angka pengangguran; 
7. Meningkatkan pendapatan daerah.

	Misi Kedua, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Beriman
	1. Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;
2. Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatnya  kesejahteraan sosial masyarakat; 
4. Meningkatnya peran  pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
	1. Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;
2. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
3. dan pelayanan sosial bagi masyarakat;
4. Meningkatnya peran  pemuda dan olahraga dalam pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. 

	Misi Ketiga, Mengembangkan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Infrastruktur Dasar Dan Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Menunjang Daya Saing Perekonomian Daerah Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan

	1. Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam,  lingkungan hidup dan  bencana  dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang   berkelanjutan;
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
	1. Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan  daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang  berkelanjutan;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

	Misi Keempat, Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Serta Mewujudkan Sistem Politik, Hukum Dan Keamanan Yang Mengayomi Masyarakat
	1. Mewujudkan clean dan good governance;
2. Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan  yang mengayomi masyarakat
	1. Menurunnya angka korupsi;
2. Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun;
3. Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan,  Teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah;
4. Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;
5. Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan   dari tahun ke tahun.




Berdasarakan Tabel diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan dan sasasaran pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan khususnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan (RKPD) Kabupaten/Kota harus mengacu pada Dokumen Perencanaan Provinsi (RKPD) Provinsi dan RKP Pusat, untuk itu berdasarkan hal tersebut diatas strategi dan arah kebijakan pembangunan / RKPD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016. Untuk itu berikut tabel sinkronisasi perencanaan tersebut:  
Tabel 4.6
Keselaran Strategis dan Arah Kebijakan RKPD dengan Tujuan dan Sasaran serta
Prioritas RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016


	Tujuan
	Sasaran
	Strategi RKPD Kabupaten 
	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten
	Tujuan RKPD Propinsi
	Sasaran RKPD Propinsi
	Prioritas RKPD Propinsi

	MISI I	: Membangun suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan damai.
	
	
	

	1.
 
 
 
 
	Mewujudkan masyarakat yang religius dan menjamin kerukunan antar umat beragama.
	1.
 
	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
	1.1.1.
 
	Optimalisasi pengendalian kestabilan umat beragama.
	1.
	Membentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).
	Menjadikan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa;

	Meningkatnya kualitas kehidupan bergama;
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

	
	
	
	
	
	
	2.
	Membentuk forum pembauran kebangsaan (FPKB).
	
	
	

	
	
	2.
 
 
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kehidupan beragama.
	1.2.1.
 
	Peningkatan kualitas kehidupan beragama
	1.
	Meningkatkan keimanaan dan ketaqwaan masyarakat dan kepemudaan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Meningkatkan Bimbingan keagamaan anak usia dini dan anak usia sekolah.
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2.
	Peningkatan kuantitas umat beragama. 
	1.
	Meningkatkan Sarana dan Prasana ibadah.
	
	
	

	


	MISI II	: 	Mengembangkan wilayah-wilayah yang mempunyai potensi untuk dijadikan pusat  pertumbuhan, dalam kerangka kabupaten konservasi.

	1.
 
 
 
	Mewujudkan optimaliasi pemanfaatan ruang areal peruntukan lainnya (APL) yang selaras dengan kabupaten konservasi.
	1.
 
 
 
	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan potensinya.
	2.1.1.
 
 
 
	Menetapkan satuan wilayah pembangunan.
	1.
	Perencanaan penataan, Pengendalian dan pemanfaatan  tata ruang.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Percepatan pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Pemetaan Batas wilayah hutan dan Pemanfaatan sumber daya hutan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.
	Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
	
	
	

	
	
	
	

	MISI III 	: 	Menyediakan prasarana/infrastruktur, fasilitas publik dan perumahan yang memadai, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa.
	
	
	

	1.
	Meningkatkan kapasitas Infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
 
	1.
 
 
 
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 
	3.1.1.
 
 
 
	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur. 
 
	1.
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana Jalan.
	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai standar pelayanan minimum (SPM)
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan

	
	
	
	
	
	
	2.
	Pembangunan dan pemeliharaan pelayanan air bersih masyarakat.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Pembangunan dan pengembangan Pasar dan Distribusi Produk.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.
	Peningkatan sistem, sarana dan Prasarana Perhubungan darat.
	
	
	

	
	
	
	

	MISI IV 	: 	Menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance dan Clean  Governance. Pelayanan kepada masyarakat akan menjadi prioritas utama  tanpa membedakan ras, agama, suku, kedudukan dan lainnya.
	
	
	

	1.
 
 
 
	Mewujudkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yang Good Governance dan Clean Governance
 
 
	1.
 
 
 
	Terciptanya Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah.
 
	4.1.1.
 
 
	Terciptanya pelayanan pemerintah yang good and Clean Governance.
	1.
	Meningkatkan Pelaksanaan Evaluasi  "Good and Clean Governance".
	Mewujudkan clean dan good governance;

	Menurunnya angka korupsi
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
	Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan  yang mengayomi masyarakat
	Terus meningkatnya nilai LAKIP Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun;

	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah.
	
	Optimalnya Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan,  Teknologi, informasi dan komunikasi dalam pemerintahan daerah;

	

	
	
	
	
	4.1.2.
	Penerapan Administrasi Pemerintahan yang terencana.
	1.
	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Perencana.
	
	Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan daerah;

	

	2.
 
	Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakt (Publik)
 
	2.
 
	Terciptanya Aparatur Penyelengaraan Pelayanan dan Masyarakat.
 
	4.2.1.
	Membangun Sarana dan Prasarana Standar Pelayanan Publik
	1.
	Membangunan sarana dan Prasarana yang memadai.
	
	
	

	
	
	
	
	4.2.2.
	Penyelengaraan Pelayanan Publik.
	1.
	Menyusun dan menetapkan  Peraturan Daerah.
	
	Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan   dari tahun ke tahun
	

	3.
 
 
 
 
	Meningkatkan Pelayanan Bidang kesehatan & Pendidikan.

	3.




	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


	4.3.1.




	Meningkatnya Mutu & Kualitas Pendidikan



	1.
	Meningkatkan Pembangunan dan memperbaiki sarana dan Prasarana pendidikan Serta Pusat-pusat Pembelajaran daerah terpencil dan tertinggal.
	Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;

	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

	
	
	
	
	
	
	2.
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Taman Kanak-kanak Satu Atap
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5.
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	6.
	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Satu Atap.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	7.
	Meningkat Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	8.
	Meningkat Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Ketrampilan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	9.
	Menetapkan wajib belajar sampai tingkat SLTA .
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10.
	Pengembangan kawasan wilayah pendidikan SLTA.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	11.
	Memberikan Bantuan dan Pelayanan Pendidikan Non Formal.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	12.
	Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	13.
	Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	14.
	Meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi learning society.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15.
	Meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi infomatika (TI).
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	16.
 
	Mendukung pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan relevan dengan kebutuhan daerah. 
 
	
	
	

	
	
	
	
	4.3.2.
 
	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.
	1.
	Meningkatkan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat.
	Meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat;

	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan)

	
	
	
	
	
	
	2.
	Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Meningkatkan pengembangan pola hidup dan lingkungan yang sehat.
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	4.
	Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	5.
	Membangun dan memperbaiki sarana dan Prasarana kesehatan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	6.
	Memperbanyak pembangunan fasilitas kesehatan di daerah.
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	7.
	Memperbanyak dan memeratakan distribusi jumlah dokter dan tenaga medis.
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	8.
	Meningkatkan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin dan seluruh masyarakat.
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	9.
	Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita.
	
	
	

	4.
	Terwujudnya data kependudukan yang akurat.
	4.
	Terwujudnya data kependudukan yang akurat.
	4.4.1.
	Penataan administrasi kependudukan.
	1.
	Melaksanakan Penyusunan Administrasi Kependudukan.
	
	
	

	5.
	Meningkatkan  kesejahteraan sosial masyarakat.
	5.
	Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat.
	4.5.1.
	 Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
	1.
	Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin.
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.
	Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bantuan kesejahteraan masyarakat.
	
	
	

	6.
	Menciptakan sistem politik dan hukum yang mengayomi masyarakat.
	6.
	Meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah.
	4.6.1.
	Membangun sistem politik sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah.
	1.
	Mendorong terciptanya stabilitas politik dan pertumbuhan iklim politik yang membawa kemajuan daerah.
	
	
	

	 
	
	7.
	Tersedianya informasi pembangunan.
	4.7.1.
	Penyebarluasan informasi pembangunan.
	1.
	Penyebarluasan informasi pembangunan di pedesaan.
	
	
	

	
	
	
	

	MISI V	:	Mendorong perekonomian masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat.
	
	
	

	1.
 
 
 
 
  
	Meningkatnya produktifitas dan sektor-sektor pembentuk PDRB. 
	1.
 
 
 
 
 
	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. 
 

	5.1.1.
 
 
 
	Peningkatan Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan Energi dalam menunjang ekonomi masyarakat.
	1.
	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya  pertanian.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam bidang perikanan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Penataan sumber-sumber Pertambangan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.
	Mengembangkan sektor Perdagangan dan jasa sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat.
	
	
	

	
	
	
	
	5.1.2.
 
 
 
	Optimalisasi kebijakan revitalisasi pertanian, Perikanan dan peternakan.
	1.
	Mengembangkan agrobisnis dan agroindustri. 
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam,  lingkungan hidup dan  bencana  dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang   berkelanjutan;

	Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan  daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang  berkelanjutan;

	Peningkatan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan berkelanjutan


	
	
	
	
	
	
	2.
	Pengembangan perekonomian berbasis sumber daya lokal diperdesaan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
 
	Mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian, Perikanan dan Peternakan.
	
	
	

	2.
 
 
	Mengembangkan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
	2.
 
 
	Berkembangnya kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja. 
	5.2.1.
 
 
	Pengembangan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
	1.
	Pembangunan balai latihan kerja.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Peningkatan kesempatan kerja.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.
	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
	
	
	

	
	
	
	

	MISI VI	:	Revitalisasi sumber-sumber keuangan daerah.
	
	
	

	1.
	Meningkatnya pendapatan asli daerah.
	1.
	Meningkatnya pendapatan asli daerah.
	6.1.1.
	Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber dan potensi pendapatan asli daerah.
	1.
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak.
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	
	2.
	Tergalinya sumber-sumber dan potensi pendapatan.
	
	
	

	
	
	
	

	MISI VII	:	Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan.
	
	
	

	1.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
	1.
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
	7.1.1.
	Peningkatan peran serta pemuda dan olahraga  dalam pembangunan.
	1.
	Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan.
	Meningkatnya peran  pemuda, olahraga dan perempuan dalam pembangunan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
	Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
	Peningkatan Sumber Daya Manusia

	 
	
	 
	
	 
	
	2.
	Melindungi segenap generasi muda dari berbagai pola hidup negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	
	3.
	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di segala bidang.
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	4.
	Meningkatkan Peran serta siswa dalam tingkat keolahragaan.
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	5.
	Meningkatkan prestasi olahraga.
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	6.
	Meningkatkan sarana dan Prasarana olahraga.
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.1.2.
	Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
	1.
	Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	2.
	Meningkatkan Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak
	
	
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	3.
	Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB.
	
	
	

	MISI VIII	:	Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata, terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS (eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, norma dan budaya serta kelestarian lingkungan.
	
	
	

	1.
 
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan  potensi Wisata.
	1.
 
	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup.
	8.1.1.
 
	Peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
	1.
	Optimalisasi pengelolaan persampahan.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
	
	
	

	2.
	Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
 
	2.
	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD.
	8.2.1.
	Meningkatkan potensi pariwisata alam yang mempunyai daya saing.

	1.
	Peningkatan promosi pariwisata.
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam,  lingkungan hidup dan  bencana  dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang   berkelanjutan;

	Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan  daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang  berkelanjutan;

	

	 
	
	 
	
	 
	
	2.
	Peningkatan fasilitas kepariwisataan.
	
	
	













	Tujuan
	Sasaran
	Strategi RKPD Kabupaten 
	Arah Kebijakan RKPD Kabupaten
	Tujuan RKPD Propinsi
	Sasaran RKPD Propinsi
	Prioritas RKPD Propinsi

	MISI IX	:	Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro.

	1.
	Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri.
	1.
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi.
	9.1.1.
	Optimalisasi pengelolaan investasi.
	1.
	Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai  investasi baik  dalam negeri maupun luar negeri.
	6. Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar negeri;

	8. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;

	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Penanggulangan Kemiskinan


	 
	
	 
	
	 
	
	2.
	Menjamin keamanan dan iklim bisnis yang menguntungkan.
	
	
	

	 
 
	
	 
 
	
	 
 
	
	3.
 
	Meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.
	
	
	

	
	
	
	

	MISI X	:	Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan  supremasi hukum.
	
	
	

	1.
	Mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mengerti dan taat hukum.
	1.
	Meningkatnya ketertiban dan keteraturan aparatur dan masyarakat.
	10.1.1.
	Menegakkan supremasi hukum.
	1.
	Melaksanakan peraturan daerah dengan konsisten.
	Menciptakan sistem politik, hukum dan keamanan  yang mengayomi masyarakat
	Semakin membaiknya penegakan hukum dan keamanan   dari tahun ke tahun
	

	

	
	
	

	MISI XI	:	Mendayagunakan potensi sumberdaya alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam, penguatan ekonomi rakyat, proses partisipatif dan pelibatan stake-holders secara luas.
	
	
	

	1.
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam  dalam mendukung perekonomian daerah.
	1.
	Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam terhadap pendapatan daerah dan masyarakat.
	11.1.1.
	Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
	1.
	Meningkatkan eksporasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan pertambangan.
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam,  lingkungan hidup dan  bencana  dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahterahan yang   berkelanjutan;

	Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana terhadap pendapatan  daerah dan masyarakat serta kesejahterahan yang  berkelanjutan
	

	 
	
	 
	
	 
	
	2.
	Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber daya kehutanan.
	
	
	

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	

	MISI XII	:	Mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat.
	
	
	

	1.
 
	Mewujudkan sumber daya aparatur pemerintah yang baik dan berkopetensi.
	1.
 
	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.
	12.1.1.
 
	Penempatan dan pembinaan aparatur pemeritah sesuai dengan kompetensi. 
	1.
	Pengawasan dan pembinaan aparatur pemerintah.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2.
	Penempatan Posisi aparatur sesuai dengan basic dan keahliannya.
	
	
	















Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Dalam sasaran disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 secara operasional agar pencapaian sasaran tersebut optimal dirumuskan kembali dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja SKPD pada tiap tahunnya. Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran utamanya RKPD Kabupaten Lebong  Tahun 2016 adalah sebagai berikut :




















Tabel 4.6
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran 
Dan Target Kinerja Tahun 2016

	Visi : Terwujudnya Kabupaten Lebong yang lebih maju, berbasis pada pemerataan pertumbuhan  ekonomi wilayah dengan bertumpu pada sumberdaya manusia yang kompetitif, sehingga tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera dengan berlandaskan Iman dan Taqwa

	Misi
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Tahun 2016
	Program
	SKPD

	Misi 1:  Membanguan suasana kehidupan yang agamis dan damai
	Mewujudkan masyarakat yang relegius dan menjamin kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya toleransi antar umat beragama
	Meningkatkan Forum lintas Agama
	3 Kegiatan/Forum
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	Membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas (jati diri), sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai agama, jujur dan bertakwa
	Meningkatnya prasarana keagamaan dan aktivitas pendidikan agama di masyarakat 
	Tersedianya tempat peribadatan di setiap Desa (disesuaikan dengan rasio jumlah pemeluk agama didesa tersebut)
	


96 Desa
	Peningkatan Sarana dan Prasaraa
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Presentase tempat peribadatan di setiap SD dan SLTP
	67 SD 
	Peningkatan Sarana dan Prasaraa
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Presentase tempat peribadatan di setiap  SLTP
	12 SMP
	Peningkatan Sarana dan Prasaraa
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Peningkatan Penyediaan peralatan penunjang peribadatan
	96 Masjid/Musholla
	Peningkatan Sarana dan Prasaraa
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Adanya kegiatan keagamaan di tempat peribadatan  selain pendidikan formal pada tiap harinya
	96 Masjid/Musholla
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Meningkatnya kegiatan kegamaan yang diikuti oleh organisasi keagamaan
	12 Kegiatan
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Meningkatnya kegiatan Lomba-lomba bidang kegamaan yang diikuti oleh Anak Usia Sekolah
	12 Kegiatan
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Dinas Dikaspora

	
	
	
	Tersedianya pelayanan pendidikan kegamaan disetiap desa yang diikuti oleh anak usia sekolah
	96 Desa
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Dinas Dikaspora

	
	
	
	Tersedianya pelayanan kegamaan disetiap desa yang diikuti oleh orang dewasa
	96 Desa
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	Meningkatnya aktivitas kehidupan beragama dan kesalehan sosial masyarakat serta toleransi antar dan intern umat beragama
	Jumlah Organisasi Keagamaan yang Aktif

	8 Organisasi
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Jumlah Pendaftar Haji
	156 Orang
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Jumlah Pendaftar Umroh
	46 Orang
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Angka Melek Huruf Hijaiyah tingkat SD
	75%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas DIknaspora

	
	
	
	Angka Melek Huruf Hijaiyah tingkat SMP
	75%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	Meningkatkan derajat SDM yang berbudaya, berilmu, berketrampilan dan berdaya saing
	
	
	
	
	

	
	
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman perempuan dalam permasalahan KDRT
	

Angka KDRT
	3 Kasus
	Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender atau anak
	BPMPP & KB

	
	
	
	Angka Kekerasan terhadap Anak
	4 Kasus
	Proram peningkatan kualitas hidup dan perlindungan  perempuan
	BPMPP & KB

	
	
	Meningkatnya implementasi kehidupan masyarakat berbasis budaya dan kearifan Lokal
	
Angka Kriminalitas
	9 Kasus
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan
	Kesbangpol

	
	
	Meningkatnya pelayanan dan Kualitas pendidikan untuk semua
	Angka Partisipasi Sekolah SD
	97 %
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	

	
	
	
	Angka Partisipasi Sekolah SMP 
	95 %
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah
	
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar
	30
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenagan kependidikan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik
	86 Sekolah
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Sekolah pendidikan SMP/Mts kondisi baik
	
11 Sekolah
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
	8 %
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 
	9 %
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
	99 %
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka Kelulusan (AL) SLTP/Mts
	99 %
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI
	99%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/Mts
	95%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan D4/SI
	85%
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenagan kependidikan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia ditas 15 Tahun
	8,9 Tahun
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Presentase SD/MI  berakreditasi B
	75%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Presentase SMP/MTS  berakreditasi B
	85%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Angka melek Huruf penduduk usia ditas 15 Tahun
	98%
	Wajib Belajar Smebila Tahun
	Dinas Diknaspora

	
	
	Terwujudnya masyarakat
berketrampilan dan berjiwa kewirausahaan
	Jumlah UMKM yang Produktif
	45 UMKM
	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
	Dinas Koperasi, UKM, Perindah

	
	
	
	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
	1 Unit
	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	Meningkatnya
peran dan prestasi
pemuda 
	Jumlah Prestasi yang diraih tingkat Prov dan Nasional
	6 Cabang Olahraga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah kegiatan kepemudaan
	7 Kegiatan
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah organisasi pemuda
	6 Organisasi
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah gelanggang/balai remaja
	9 Gelanganga
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah kegiatan olahraga
	11 Kegiatan
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah organisasi olahraga
	7 Organisasi
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah Klub olahraga (IKK)
	7 Club
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah lapangan olahraga
	9 Lapangan
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah Gedung Olahraga
	8 Gedung
	Program peningkatan peran serta kepemudaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	Meningkatnya kepersertaan Jasminan Ketengakerjaan SJSN 
	Presentase penduduk yang mengikuti jamsostek ( perkerja Formal)
	75% Pekerja
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Presentase penduduka yang mengikuti jamsostek ( perkerja Non Formal)
	95 Perkerja
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Angka Melek Huruf
	98 Persen
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Pengunjung perpustakaan daerah (IKK)
	7.678
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Jumlah perpustakaan daerah 
	45 Perpustakaan
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
	Arda

	
	
	
	Penerapan pengelolaan arsip secara baku 
	45 Perpustakaan
	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
	Arda

	
	Mewujudkan prefesionalisme Kinerja Aparatur
	Menigkatnya Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Pendidikan Kepemimpinan dan Mengikuti Pendidikan S2
	Persentase PNS berpendidikan S2
	35 Persen
	
	Dinas Diknaspora

	
	
	
	Persentase PNS yang menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan
	65 Persen
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	BKD

	
	
	Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian

	Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian
	5 Persen
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
	BKD

	
	
	
	Persentase pemenuhan pengurusan PNS yang pensiun
	75 Persen
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	BKD

	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya kualitas kesehatan 
	Angka Harapan Hidup
	65,5 Tahun
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4/ Cakupan pelayanan antenatal (K4)
	80%
	
	

	
	
	
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (SPM) 
	80%
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan/ Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 
	80%
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan pelayanan nifas
	80%
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (SPM)
	80%
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan kunjungan bayi
	80%
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan Desa/Kelurahan UCI
	85 Desa
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan pelayanan anak balita
	80%
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	poliklinik, pustu per satuan penduduk (IKK)
	1 
	Peninkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (
	80%
	Peninkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan pembantu puskesmas
	80%
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan puskesmas
	
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Rasio dokter per satuan penduduk 
	1.1000
	Program standarisasi pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk
	1.1000
	Program standarisasi pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 
	80%
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 
	80%
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Presentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan
	80%
	Program obat dan perbekalan kesehatan
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (SDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan Desa Siaga Aktif
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Proporsi penduduk usia 15 - 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (SDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Jumlah SR rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
	80%
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas  sanitasi layak (jamban sehat) (SDGs)
	80%
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat antiretroviral (SDGs)
	80%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 24 tahun
	80%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
	80%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis rate per 100000 pend < 15 th (SPM)
	80%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif
	80%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan desa / kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemologi < 24 Jam
	80%
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (SPM) (IKK) (SDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun) (SDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (SDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (SDGs) 
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) SDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (success rate) (MDGs)
	80%
	Perbaikan Gizi Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia Balita
	80%
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (MDGs)
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD yang ditangani (SPM)
	75%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun) (SDGs)
	60%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (SDGs)
	72%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
	73%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	SDGs)
	87%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka kematian DBD (%)
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
	
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pravalensi kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita persen 
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pravalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita persen
	76%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pravalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pravalensi HIV (persen)
	75%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pravalensi tekanan daerah tinggi ( Persen)
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pravalensi Obesitas pada penduduk usia 18 + tahun ( Persen) 
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Presentase merokok penduduk usia 15-19 tahun
	5%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Jumlah Kecamatan yang memiliki minmal satu puskesmas terkareditasi
	5 Kecamatan
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan
	12 Puskesmas
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Presentase Desa yang mencapai 80%  Imunisasi Dasar lengkap
	85 Desa
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (SPM)
	87%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (SPM)
	70%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (SPM)
	79%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (SPM) (IKK)
	3 Anak
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Rasio Akseptor KB (SPM) (IKK)
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan (SPM) (IKK)
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (SPM) (IKK)
	80%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta (SPM) (IKK)
	20%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Rasio KDRT (SPM) (IKK)
	
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak (SPM) (IKK)
	2 Kasus
	
	BPMPP & KB

	
	
	
	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (SPM) (IKK)
	2%
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	BPMPP & KB

	
	
	
	Perda Penanggulangan Kemiskinan (Produk dari TKPK)
	1 Perda
	Upaya Kesehatan Masyarakat
	Beppeda

	
	
	
	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
	1 Laporan
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	Beppeda

	Misi 2 : Membanguan wilayah – wilah yang mempunyai potensi untuk menjadikan pusat pertumbuhan ekonomi dalam kerangka konservasi
	Mewujudkan Optimalisasi pemanfaatan ruang APL yang selaras dengan Kabupaten Konservasi
	Meningkatkan Pemanfaatan Ruang
	Presentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Pola Ruang
	70 Persen
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Dokumen tentang perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah
	3 Dokumen
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	RTRW yang disahkan dengan Peraturan Daerah
	Ada
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Rencana Detil Tata Ruang yang disahkan dengan Peraturan Daerah
	3 RDTR
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Dokumen kajian lingkungan hidup strategis
	1 Dokumen
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (SPM)
	Ada
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang (SPM)
	6 Kali
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten beserta rencana rincinya (SPM)
	Optimal
	Pemanfaatn ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja (SPM)
	Terlaksana/Optimal
	Penataan Ruang
	DPU dan Bappeda

	
	
	
	Rasio Bangunan Ber IMB
	65%
	Penataan Ruang
	Bappeda

	
	
	Meningkatkan permberdayaan masyarakat di kawasan Hutan Lindung dan TNKS 
	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Hutan Lindung dan TNKS
	12 Kegiatan Pemberdayan
	Permberdayaan Masyarakat
	Dinas Kehutanan & Perkebunan

	Misi 3 : Menyediakan prasarana/infrastruktur fasilitas public dan perumahan yang memadai, sehingga dapat meningkatkan mobilitas dan alokasi SDA dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa
	Meningkatkan kapasitas infrastruktur Dasa dalam menunjang perekonomian daerah dan memenuhi kebutuhan Dasar


	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur berstandar SNI
	Jumlah dan Panjang Ruas Jalan Baru
	25 KM
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
	75%
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Rasio Jaringan Irigasi(IKK)
	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	

	
	
	
	Panjang jalan dilalui Roda 4 (IKK)
	85%
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)
	85%
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )
	85%
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Panjang Kabupaten jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air   (minimal 1,5 m)
	75 Km
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
	20 Km
	Pembangunan Jalan dan Jembatan
	DPU

	
	
	
	Drainase  dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (IKK)
	70%
	Rembangunan sarana dan Prasarana air limbah
	DPU

	
	
	
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
	65%
	
	DPU

	
	
	
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik(IKK)
	77%
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	DPU

	
	
	
	Jumlah uji kir angkutan umum (IKK)
	215 Kendaraan
	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah terminal
	1 Terminal
	Peningkatan pelayanan angkutan
	

	
	
	
	Angkutan darat (IKK)
	
	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Kepemilikan KIR angkutan umum (IKK
	85%
	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (IKK)
	75%
	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
	Dinas Parbudhub

	
	
	Meningkatkan infrastruktur Ekonomi Daerah
	Jumlah Pasar/Pekan
	9 Pasar/Pekan
	Pembanguann Sarana dan Prasanan
	Dinas Koperasi, UKM Perindag

	
	
	
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
	
	Pembangunan Sarana
	DPU

	
	
	
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
	1 : 1 Desa
	Pengembangan perumahan
	BLHKP

	
	
	Meningkatnya kepemilikan rumah sehat dan layak huni
	Persentase rumah tinggal bersanitasi
	79%
	Pengembangan perumahan
	BLHKP

	
	
	
	Rasio rumah layak huni
	85%
	Pengembangan perumahan
	DPU

	
	
	
	Rasio permukiman layak huni
	90%
	Pengembangan perumahan
	DPU

	
	
	
	Rumah tangga pengguna air bersih
	85%
	Pengembangan perumahan
	DPU

	
	
	
	Rumah tangga ber-Sanitasi
	85%
	Pengembangan perumahan
	DPU

	
	
	Pemanfaatan ruang mengacu rencana tataruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW kab/kota dan RTRW Provinsi
	90 %
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	DPU

	Misi 4 : Menyelenggarakan Pemerintahan Good Governance dan Clean Governance.Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama tanpa membedakan ras, suku, kedudukan dan lainya 
	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan baik
	Tersusun dan Legalisanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	Dokumen RPJPD Yang telah ditetapkan oleh Perda Kabupaten (Awal periode RPJPD 2005-2025) (IKK)
	Tepat Waktu
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	
	Dokumen RPJMD Yang telah ditetapkan oleh Perda Kabupaten ( periode RPJPD ke 3 2016-2020) (IKK)
	Tepat Waktu
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	
	Dokumen RKPD Yang telah ditetapkan oleh Perkada Kabupaten (Tahunan) (IKK)
	Tepat Waktu
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	Penggunaan Aplikasi dalam menunjang kinerja Aparatur Meningkat
	Jumlah Aplikasi yang dipakai
	5 Aplikasi
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Seluruh SKPD

	
	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
	B
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Opini Pemeriksaan BPK
	WTP
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	DPPKAD

	
	
	
	Penyampaian Dokumen LKPJ (Tahunan) tepat waktu
	Tepat Waktu
	
	Bag. Pemerintahan Setda

	
	
	
	Penyampaian Dokumen LKPJ (Lima Tahunan) tepat waktu
	Tepat Waktu
	
	Bag. Pemerintahan Setda

	
	
	
	Persentase Rencana Program dan Realisasi antara RPJMD terhadap RKPD (IKK
	95%
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	
	Monitoring dan Evaluasi perencanaan pembangunan
	95%
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	

	
	
	
	Dokumen PDRB Kabupaten
	
	Pengembangan Data dan Informasi
	Bappeda

	
	
	
	Persentase Jumlah Temuan kerugian daerah
	0,05 %
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
	Inspektorat Daerah

	
	
	
	Jumlah aduan/laporan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus
	2 Aduan
	
	Inspektorat Daerah

	
	
	
	Persentase Jumlah Temuan Non keuangan di daerah
	0 %
	
	Inspektorat Daerah

	
	
	
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan
	90 %
	
	Inspektorat Daerah

	
	
	
	Tersedianya Dokumen naskah APBDes
	93 Desa
	
	DPPKAD

	
	
	
	Tersedianya data penegasan batas daerah 
	93 Desa
	
	BPMPP KB

	
	
	
	Tersedianya patok batas penegasan antar desa
	93 Desa
	
	BPMPP KB

	
	
	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah (IKK)
	Tepat Waktu
	
	DPPKAD

	
	
	
	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD (IKK)
	Tepat Waktu
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	DPPKAD

	
	
	
	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD
	Tepat Waktu
	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	DPPKAD

	
	
	
	Presentase belanja pegawai (Persen)
	30%
	
	DPPKAD

	
	
	
	Presentase Belanja Modal (Persen)
	45%
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Presentase Pajak retribusi terhadap Total Belanja (Persen)
	2 %
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Presentase SILPA terhadap belanja pada tiap tahunya (Persen)
	3 %
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Persentase aset tanah Pemda yang memiliki dokumen sertifikasi
	75%
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Persentase penyelesaian inventarisasi barang milik daerah
	90 %
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Ketepatan waktu penyampaian laporan Semester Barang Milik Daerah dan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah
	Tepat Waktu
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	

	
	
	
	Peningkatan PAD (Pajak Daerah)
	5 %
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Tersedianya lahan untuk pembangunan di Kab Lebong
	80%
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Bag. Pemerintahan

	
	
	
	Tersedianya sertifikat pemisahan ganti rugi pelebaran jalan Kecamatan
	30%
	
	Bag. Pemerintahan

	
	
	
	Tersedianya Informasi Tentang Nama-nama Rupabumi
	Ada
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Bag. Pemerintahan

	
	
	
	Jumlah Sertifikat Lahan Pemerintah
	45 Sertifikat
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	Bag. Pemerintahan

	
	
	
	Jumlah Lahan yang telah terinventarisir
	65 Lahan
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Persentase luas lahan bersertifikat (IKK)
	80%
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
	DPPKAD

	
	
	
	Penyelesaian kasus tanah Negara
	3 Kasus
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
	Inspektorat

	
	
	
	Penyelesaian izin lokasi
	90 %
	Peningkatan Pelayanan Publik
	KPT

	
	
	Meningkatnya informasi dan komunikasi manajemen pemerintahan dan akses pemanfaatannya
	Jumlah jaringan komunikasi (IKK)
	17 Jaringan
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Website milik pemerintah daerah
	13 Website
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
	65%
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Tersiarnya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
	99 %
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Terselenggaranya kerjasama dengan media massa
	8 Medis Masa
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Tersedianya pelayanan informasi pemerintah  Daerah
	7 Laman Informasi
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Terselenggaranya audensi dengan tokoh masyarakat,pimpinan/angg ota organisasi sosial masyarakat
	12 Kali
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Terselenggaranya audiensi dengan LSM dan wartawan
	3 Kali
	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Cakupan penduduk yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) (IKK)
	45.000 Penduduk
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Rasio bayi berakte kelahiran
	80%
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	80%
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Kepemilikan Akta kelahiran per 1000 penduduk (IKK)
	80%
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Ketersediaan database kependudukan  (IKK)
	
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (IKK)
	80%
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Cakupan penerbitan kepemilikan kartu keluarga (SPM)
	80%
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Cakupan penerbitan akta kematian (SPM)
	80%
	Penataan administrasi kependudukan
	Dinas Dukcapil

	
	
	
	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
	Ada
	Penataan administrasi kependudukan
	Bag. Pembangunan Setda

	
	
	
	Tersedianya Informasi
	Ada
	Penataan administrasi kependudukan
	

	
	
	
	Pelaksanaan Pembangunan
	99%
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bag. Pembangunan Setda

	
	
	
	Terciptanya Sistem Administrasi Manajemen Pembangunan dan Ekonomi Daerah
	99%
	Perencanaan Pembangunan ekonomi
	Bag. Ekonomi Setda

	
	
	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis
	Persentase keberhasilan kegiatan kemasyarakatan (Bujang Dayang, MTQ, Lomba Desa, Festival Seni, Paskibra dan lain-lain yang melibatkan partisipasi masyarakat)
	85%
	Wawasan Kebangsaan
	Bag. Kesra Setda

	
	
	
	Persentase Jumlah Ketertiban Administrasi Kegiatan DPRD
	98%
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Setwan

	
	
	
	Persentase Jumlah Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan
	95%
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Setwan

	
	
	
	Persentase Jumlah Agenda Kegiatan Pimpinan dan Anggota yang telah dipublikasikan dan pelayanan standar keprotokolan
	90%
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Setwan

	
	
	
	Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan yang berwawasan kebangsaan
	90%
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Kesbangpol

	
	
	
	Jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas, OKP
	17 Orginisasi 
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Kesbangpol

	
	
	
	Jumlah kegiatan Pembinaan  Politik daerah
	10 Kegiatan
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Kesbangpol

	
	
	
	jumlah kegiatan cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini serta penanggulangan korban / bencana alam
	8 Kegiatan
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Kesbangpol

	
	
	
	Prosentase Ketercapaian kapabilitas aparatur dalam hal cegah dan tangkal dalam penyelesaian konflik secara dini dan pasca konflik
	87%
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	BPPD

	
	
	Menurunnya tingkat gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
	Persentase Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan PEKAT
	97%
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Kesbangpol

	
	
	
	Bencana kebakaran yang tertangani tepat waktu (Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten) (IKK)
	95%
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	BPPD

	
	
	
	Jumlah tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, keindahan K3 yang tertangani (IKK)
	95%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Persentase penegakkan Perda
	70%
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Kantor Satpol PP

	
	
	
	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10000 penduduk
	1 : 1000
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Kantor Satpol PP

	
	
	
	Cakupan patroli petugas satpol-pp
	3 : Sebulan
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Kantor Satpol PP

	
	
	
	terlaksananya koordinasi, konsulatsi dan kerjasama hokum
	12 Kali
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Bag. Hukum Setda

	
	
	
	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan
	5 Kali
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
	Bag. Hukum Setd

	
	
	
	tersajinya informasi PHD dalam masmedia
	
	Kerjasama Informasi dengan Mass Media
	Bag. Humas Setda

	
	
	
	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan hukum dan HAM
	4 Kali
	Pembinaan Hukum
	Bag. HUkum

	
	
	Meningkatkan efisiensi birokrasi
	Tersedianya Buku LPPD Akhir Masa Jabatan
	1 Dokumen
	
	Bag. Pemerintahan

	
	
	
	Terlaksananya kegiatan evaluasi kinerja kecamatan Se- Kabupaten Lebong
	4 Kali
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Bag. Pembangunan Settda

	
	
	
	Tersedianya Dokumen Perjanjian Kerjasama daerah
	15 MOU
	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	Bappeda

	
	
	
	Tersedianya Rancangan Produk Hukum Daerah Berkaitan dengan Bidang Organisasi dan Tatalaksana
	1 Perda
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Tersusunnya Acuan/Arahan/Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebong
	Ada
	Penataan Reformasi Birokrasi
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Tersedianya Dokumen ANJAB dan ABK yang sudah terevaluasi mengikuti peraturan yang berlaku
	Ada
	Penataan Reformasi Birokrasi
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Tersedianya Aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja berbasis IT di Seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Lebong
	Ada
	Penataan Reformasi Birokrasi
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
	Ada
	Penataan Reformasi Birokrasi
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Tercapainya Kewajiban LHKPN Eselon di lingkungan Pemkab Lebong
	90 %
	Penataan Reformasi Birokrasi
	Ipda

	
	
	
	Tersedianya Dokumen SKJ yang sudah terevaluasi mengikuti peraturan yang berlaku
	Ada
	Penataan Reformasi Birokrasi
	Ipda

	
	
	
	Tersusunnya Pedoman Tata Laksana/SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
	Ada
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Bag. Orsi Setda

	
	
	
	Tersusunnya Laporan SPM
	Ada
	
	Bag. Orsi Setda

	Misi 5 : Mendorong Perekonomian Masyarakat dengan memperkuat basis ekonomi rakyat
	Meningkatknya produktifitas dan sektor-sektor pembentuk PDRB
	Pendapatan Masyarakat meningkat
	PDRB/ Pendapatan Perkapita Pertahun
	2.535.000
	
	Bappeda

	
	
	
	Tingkat kemiskinan
	11.20 %
	
	Bappeda

	
	
	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah
	5.2 %
	
	Bappeda

	
	
	
	Jumlah Dana Bergulir
	1,2 Miliar
	
	Dinas Koperasi, UKM Perindag

	
	
	
	Terselenggaranya Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPM)
	2 Kegiatan
	
	Bappeda

	
	
	
	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada Masyarakat Dunia Usaha (SPM)
	3 Kegiatan
	
	Bappeda

	
	
	
	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan
	10%
	
	Dinas Pertan

	
	
	
	Peningkatan produksi pertanian hortikultura
	10%
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Pertan

	
	
	
	Peningkatan populasi peternakan
(animal unit)
	10%
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Pertan

	
	
	
	Persentase peningkatan produksi perkebunan
	10%
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Pertan

	
	
	
	NTP sektor perkebunan
	10%
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Pertan

	
	
	
	
Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan)
	10%
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Pertan

	
	
	
	Peningkatan produksi hasil hutan
	
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Pertan

	
	
	
	Penurunan luas lahan kritis
	5%
	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan
	Dinas Kehutanan & Perkebunan

	
	
	
	Peningkatan produksi perikanan tangkap
	20%
	Pengembangan budidaya perikanan
	Dinas Perikanan dan Peternakan

	
	
	
	Peningkatan produksi perikanan budidaya
	20%
	Pengembangan budidaya perikanan
	Dinas Perikanan dan Peternakan

	
	
	
	Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras)
	87%
	Pengembangan budidaya perikanan
	Dinas Pertan

	
	
	
	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
	90%
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Dinas Pertan

	
	
	
	Penurunan jumlah desa rawan pangan
	15 Desa
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Dinas Pertan

	
	
	Berkembangnya wirausaha masyarakata serta peningkatan kualitas tenaga kerja
	Dokumen tentang perencanaan pengembangan perekonomian daerah
	2 Dokumen
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	Bappeda

	
	
	
	Dokumen tentang perencanaan pengembangan sumber daya alam
	3 Dokumen
	Pengembangan Data dan Informasi
	Bappeda

	
	
	
	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan (SPM)
	2 Profil Investasi
	
	Bappeda

	
	
	
	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil Menegah dan Koperasi (UMKMK) Tingkat Kabupaten / Kota dengan Pengusaha Tingkat Provinsi / Nasional (SPM)
	8 Fasilitasi
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
	Dinas Koperasi, UKM Perindag

	
	
	
	Terlenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten / kota (SPM)
	5 Kali Promosi
	
	Bappeda

	
	
	
	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (SPM)
	Terlaksana
	Peningkatan Pelayanan Publik
	KPT

	
	
	
	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal berupa Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (SPM)
	Terlaksana
	Peningkatan Pelayanan Publik
	KPT

	
	
	
	Angka partisipasi angkatan kerja (IKK)
	79%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun (IKK)
	0%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (IKK)
	79%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Pencari kerja yang ditempatkan (IKK)
	45%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Tingkat pengangguran terbuka (IKK)
	25%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Keselamatan dan perlindungan (IKK)
	79%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
	1 Kasus
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Angka Kecelakaan Kerja daerah
	2 Kasus
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (SPM)
	85%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (SPM)
	85%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan  (SPM)
	85%
	
	

	
	
	
	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (SPM)
	80%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek  (SPM)
	79%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Besaran pemeriksaan perusahaan (SPM)
	85%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	
	
	
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan (SPM)
	85%
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
	Dinas Sosnakertrans

	Misi 6 : Revitalisasi sumber-sumber keuangan Daerah
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
	Peningkatan PAD
	Presentase Peningkatan PAD
	20 %
	
	DPPKAD

	
	
	Bertambahnya Sumber PAD
	Jumlah Sumber Baru PAD
	5 Sumber
	
	DPPKAD

	
	
	
	Presentase/Jumlah Objek Wisata yang tekelola dengan baik
	3 Objek
	Pengelolaan Budaya
	Dinas Parbudhub

	
	Revitalisasi bidang Pariwisata Daerah
	Optimalisasi pengelolaan objekwisata
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan karya seni yang dihasilkan
	5 
	Pengelolaan Budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Benda, Situs dan Kawasan
	5
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Cagar Budaya yang dilestarikan (IKK)
	5
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
	5 Kegiatan
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah kelompok seni/ sanggar budaya tradisional di daerah/ lembaga kesenian
	7 Sanggar
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Persentase organisasi/grup kesenian yang dibina
	75%
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah destinasi wisata
	5 Destinasi
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah gedung kesenian/sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	5 Gedung
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah kawasan wisata yang telah memiliki sarana prasarana yang memadai
	3 Objek Wisata
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Persentase masterplan terhadap jumlah kawasan wisata
	2 Masterplan
	Pengelolaan keragaman budaya
	

	
	
	
	Jumlah kunjungan wisatawan Domestik (IKK)
	11.560.000
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	
	Jumlah kunjungan wisatawan Asing (IKK)
	210 Wisata
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas Parbudhub

	
	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Izin pemanfaatan Air Tanah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
	85%
	Pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup
	BLKHP

	
	
	
	persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (SPM)
	85%
	Pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup
	BLKHP

	
	
	
	persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara (SPM)
	85%
	Pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup
	BLKHP

	
	
	
	Pencemaran Status mutu air (IKK)
	
	Pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup
	BLKHP

	
	
	
	cakupan penghijauan untuk wilayah rawan longsor dan sumber mata air
	
	Pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup
	BLKHP

	
	
	
	Persentase luas wilayah perairan yang diawasi 
	90%
	Pengembangan agribisnis pengembangan tanaman perkebunan
	Dinas Kehutanan & Perkebunan

	
	
	
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (IKK)
	80%
	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
	Dinas Kehutanan & Perkebunan

	
	
	
	Kerusakan Kawasan Hutan
	10%
	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
	Dinas Kehutanan & Perkebunan

	Misi 7 : Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan untuk secara aktif berperan dalam siklus dan proses pembangunan
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
	Terlaksananyan Konsultasi Publik dalam Penyusunan Perda
	4 Perda
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
	Bag. Hukum Setda

	
	
	
	Terlaksananyan Musrenbang Desa
	93 Desa
	Perenanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	
	Terlaksananyan Musrenbang Kecamatan
	13 Kecamatan
	Perenanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	
	Terlaksananyan Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten
	1 Kali
	Perenanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda

	
	
	
	Terlaksananya Konsutasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
	4 Kali
	Perenanaan Pembangunan Daerah
	Bappeda








	
	
	
	Terlaksananya RESES DPRD
	2 Kali
	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
	Setwan

	
	
	
	Terlaksananya Kounsultasi Publik Penyusunan AMDAL
	4 Kali
	Pengendalian pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup
	BLHKP

	Misi 8 : Mengembangkan dan mendayagunakan potensi wisata, terutama wisata kearifan alam yang berhubungan dengan TNKS ( eco turism) dan wisata riset, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama, norma dan budaya serta kelestarian lingkungan
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan  potensi Wisata
Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup
	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD
Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup
	Presentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata
	10%
	Pengelolaan Budaya
	Dinas Parbudhub

	Misi 9 : Membangun iklim investasi yang sehat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan tetap mengutamakan kmitraan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan mikro
	Meningkatnya nilai investasi dalam negeri dan luar neger
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (IKK)
	3%
	Pengembangan Data Informasi
	Dinas Koperasi, UKM Perindag

	
	
	
	Peningkatan Presentase  PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi 
	7 %
	Pengembangan Data Informasi
	Bappeda & Bagian ekonomi

	
	
	
	Peningkatan Presentase Pengelolaan Produk Unggulan Daerah
	15%
	Pengembangan Data Informasi
	Bappeda & Bagian ekonomi

	
	
	Peningkatan Iklim Investasi yang sehat
	Jumlah Investor
	10
	Pengembangan Data Informasi
	KPT

	
	
	
	Jumlah Perusahaan yang melakukan Ekploitasi
	4
	Pengembangan Data Informasi
	KPT

	
	
	
	Peningkatan Pelayanan Perijinan
	15 Hari
	Peningkatan Pelayanan Publik
	KPT

	
	
	
	Jumlah IKM
	65 IKM
	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
	Dinas Koperasi, UKM Perindag

	
	
	
	Jumlah  industri kreatif
	25 Industri
	
	Dinas Koperasi, UKM Perindag

	Misi 10 : Membangun kesadaran warga masyarakat dan aparatur pemerintah dalam penegakan supremasi hukum 
	Mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mengerti dan taat hukum
	Meningkatnya ketertiban dan keteraturan aparatur dan masyarakat
	Jumlah Kasus Kosupsi
	0
	
	Ipda

	
	
	
	Jumlah Pengaduan Aparatur ke Penegak Hukum
	0
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
	Ipda

	
	
	
	Angka Kriminalitas Pidana Umum
	2 Kasus
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh
	Ipda

	Misi 11 : Mendayagunakan potensi alam dengan tetap mendahulukan kepentingan kelestarian alam, penguatan ekonomi rakyat, proses partisipasi dan pelibatan stakeholder secara luas
	Optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam  dalam mendukung perekonomian daerah
	Meningkatnya kontribusi hasil pengelolaan sumber daya alam terhadap pendapatan daerah dan masyarakat
	Peningkatan PAD atas Pengelolaan Objek WIsata
	25%
	Pengelolaan keragaman budaya
	Dinas  Parbudhub

	
	
	
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Padi
	15%
	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
	Dinas Pertanian

	
	
	
	Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura
	7%
	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
	Dinas Pertanian

	
	
	
	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
	10%
	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
	Dinas Pertanian

	Misi 12 : Mendayagunakan dan menigkatkan kapasitas aparatur pemerintah secara tepat
	Mewujudkan sumber daya aparatur pemerintah yang baik dan berkopetensi.
	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya
	Presentase Pejabat Eselon II yang telah mengikuti DIKLAT PIM II
	80%
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	BKD

	
	
	
	Presentase Pejabat Eselon III yang telah mengikuti DIKLAT PIM III
	75%
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	BKD

	
	
	
	Presentase Pejabat Eselon IV yang telah mengikuti DIKLAT PIM IV
	70%
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	BKD

	
	
	
	
	
	
	

































Berdasarkan tabel diatas telah dijelaskan Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan apabila ditarik kembali pada Prioritas yang telah ditetapkan maka akan sinergi dengan kerangka logi alur Perencanaan sebagai berikut :
A. Prioritas Peningkatan Kulitas SDM Masyarakat, akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Optimalisasi pengendalian ketertiban umat beragama
2. Peningkatan kualitas hidup beragama
3. Peningkatan Kuantitas beragama
4. Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
6. Pengembangan kewirausahaan masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja
7. Pembangunan balai latihan kerja
8. Peningkatan kesempatan Kerja
9. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
10. Peningkatan peran serta pemuda dan olahraga dalam pembangunan 
11. Melindungi segenap generasi pemuda dari berbagai pola hidup negatif 
12. Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
13. Meningkatkan peran pemuda dalam berbagai sektor pembangunan Daerah
B. Prioritas Penyediaan Infrastruktur Publik yang memadai, akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur
2. Peningkatan dan pembangunan Prasarana Jalan
3. Pembangunan dan pengembangan pasar dan distibusi produk
4. Pembangunan dan Pemeliharaan pelayanan air bersih
5. Peningkatan Sistem, sarana dan prasarana perhubungan darat
6. Membangun Sarana dan Prasarana Standar pelayanan Publik
C. Prioritas Peningkatan Perekonomian Rakyat dan Iklim Investasi akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Optimalisasi pengelolaan Investasi
2. Meningkatkan dan memperbanyak sumber, jenis dan nilai investasi 
3. Menjamin keamanan iklim investasi yang sehat
4. Meningkatkan promosi investasi yang berdimensi lokal, regional, dan nasional
D. Prioritas Peningkatan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bantuan kesejahteraan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin
3. Meningkatkan pengelolaan dna pelayanan bantuan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
6. Meningkatkan pelayanan terpadu pemberdayaan anak dan perempuan
7. Memperkuat kelembagaan dan jejaring KB
E. Prioritas Revilitasasi bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan peran, pertambangan dan Energi dalam menunjang ekonomi masyarakat
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian
3. Penataan sumber-sumber pertambangan
4. Mengembangkan Agrobisnis dan Agroindustri fokus pada Tanaman Unggulan Jeruk Gerga Lebong melalui :
· Pengembangan Bibit sertifikasi Jeruk Gerga 
· Penyediaan Bibit Gerga Sertifikasi secara gratis
· Menggalakkan program tanam Jeruk Gerga di Halaman rumah
· Inovasi Jeruk Gerga menjadi Sirup dan pewangi ruangan
· Pendidikan dan pelatihan Gratis bagi petani yang akan menanam Jeruk gerga
· Pembuatan Balai Benih Jeruk Gerga
· Kemitraan dengan pihak swasta untuk pemasaran Inovasi Jerk Gerga
5. Pengembangan perekonomian berbasis sumberdaya lokal
6. Mengoptimalkan penggunaan teknologi pertanian, Perikanan dan Peternakan
7. Meningkatkan pola tanam 2 kali di 6 Kecamatan dan menjadikan padi sebagai produk unggulan daerah dengan arah Kebijakan :
· Meningkatkan sinergitas lintas sektor guna fokus pada tanaman pangan padi
· Peningkatan Produktifitas Tanaman Padi
· Penguatan Kelembagaan Gapoktan
· Pemberian Bantuan Saprodi dan Alsintan
· Pemberian Kompensasi Ekor tikus
· Pemberian Jaminan ketersediaan pupuk kepada petani
· Pemberian Kompensasi kepada petani yang mampu meningkatkan produktifitas pertanian
· Pembukaan Percetakan Sawah Baru
· Pembuatan perda Percetakan Sawah Abadi
· Pengembangan bibit Unggul Padi bersertifikasi
· Pendirian BUMD/RMU Pengolahan padi menjadi Beras Kemasan yang berkualitas tinggi
· Pembelian Hasil Produksi padi dari Petani melalui BUMD/RMU

F. Prioritas Perwujudan Pemerintahan yang Good Governance, akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayanan pemerintah yang berbasis Good dan Clean Governance
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah
4. Penataan Administrasi Kependudukan
5. Membangun sistem politik sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan daerah
6. Penyebarluasan informasi pembangunan di perdesaan
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak

G. Optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA), akan dicapai melalui strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Optimalisasi pengelolaan sumber-sumber dan potensi pendapatan asli daerah (PAD)
2. Peningkatan Kelestarian Lingkungan hidup
3. Optimalisasi pengelolaan persampahan
4. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan
5. Meningkatkan potensi pariwisata alam yang mempunyai daya saing
6. Peningkatan promosi pariwisata
7. Peningkatan fasilitas kepariwisataan 
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PEMBANGUNAN BERDASARKAN POTENSI DAN DAYA DUKUNG DAERAH

















LEBONG TENGAH: Jalan Tembus Ringroad, Danau Liang Sebagai Kawasan Agropolitan















LEBONG SELATAN

Sebagai Kawasan Perekonomian Baru (Industri, Pariwisata, Pusat Olahraga dan Area Sawah Baru L=20.000 Ha dengan Irigasi Teknis Mangkurajo, 

Kota Baru sebagai Multiplayer Effect Berproduksinya Pertamina Geothermal Energy (PGE)





Muara Aman /Lebong Utara

Sebagai Kota Sejarah, Pusat Kebudayaan, Pariwisata dan Pusat Perekonomian











TUBEI/ PELABAI

Sebagai Kota Pusat Pemerintahan

Pusat Perekonomian dan Pemukiman Baru

Pusat Fasilitas Publik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan















URAM JAYA dan AMEN:

Kawasan Penyanggah Pertanian dan Kawasan Wisata





PINANG BELAPIS:

Kawasan Penyanggah Kota Muara Aman , Pertanian, Pertambangan dan Energi serta konektivitas ke  Prov Tetangga





TOPOS & RIMBO PENGADANG:

Kawasan Penyanggah Holtikura, AgroWisata dan  Konektivitas ke Propinsi tetangga





LEBONG SAKTI DAN BINGIN KUNING : Kawasan Penunjang






















